
















































	 Abstract:	 Pertambahan	 jumlah	 penduduk	 dan	 perubahan	 pola	 konsumsi	
masyarakat	 menimbulkan	 bertambahnya	 volume,	 jenis	 dan	 karakteristik	
sampah	 yang	 semakin	 beragam.	 Peningkatan	 jumlah	 sampah	 yang	 tidak	
diikuti	 oleh	 perbaikan	 dan	 peningkatan	 sarana	 dan	 prasarana	 pengelolaan	
sampah	mengakibatkan	permasalahan	sampah	menjadi	kompleks.	Oleh	sebab	
itu,	 salah	 satu	 upaya	 yang	 dapat	 diterapkan	 	 untuk	 mengatasi	 persoalan	
sampah	yaitu	dengan	melakukan	pendekatan	 sumber.	 Pada	pendekatan	 	 ini	
sampah	akan	ditangani	(dikelola)	di	hulu	(sumber)	sebelum	sampah	tersebut	
sampai	 ke	 TPA	 (hilir).	 Cara	 yang	 dapat	 dilakukan	 diantaranya	 dengan	
melakukan	 pemilahan	 sampah	 dan	 juga	 program	 3R	 (reduce,	 reuse	 dan	
recycle).	Penelitian	ini	bertujuan	mengetahui	efektivitas	pengelolaan	sampah	
pada	 tingkat	RW	Di	Kelurahan	 	Mamasa	Kabupaten	Mamasa.	 Penelitian	 ini	
menggunakan	pendekatan	kualitatif	secara	deskriptif	dengan	analisis	reduksi	
data.	 Hasil	 penelitian,	 efektivitas	 penanganan	 sampah	 sebesar	 37,5%	 dan	
efektivitas	 pengurangan	 sampah	 sebesar	 42%.	 Penelitian	 menyimpulkan	
bahwa	 efektivitas	 pengelolaan	 sampah	 pada	 tingkat	 RW	 di	 kelurahan	
Mamasa	sangat	tidak	efektif.	
	
Abstrak:	Population	 growth	 and	 changes	 in	 people's	 consumption	 patterns	
lead	 to	 an	 increase	 in	 the	 volume,	 types	 and	 characteristics	 of	 increasingly	
diverse	waste.	This	increase	in	the	amount	of	waste	that	is	not	followed	by	the	
repairment	 and	 improvement	 of	 waste	 management	 facilities	 and	
infrastructure	has	resulted	in	a	complex	waste	problem.	Therefore,	one	of	the	
efforts	 that	 can	 be	 applied	 to	 overcome	 the	 waste	 problem	 is	 by	 taking	 a	




at	 the	 hamlet	 level	 in	 Mamasa	 Village,	 Mamasa	 Regency.	 This	 study	 uses	 a	
descriptive	 qualitative	 approach	 with	 data	 reduction	 analysis.	 The	 results	
showed	 that	 the	 effectiveness	 of	 waste	 management	 was	 37.5%	 and	 the	










Pertambahan	 jumlah	 penduduk	 dan	 perubahan	 pola	 konsumsi	 masyarakat	
menimbulkan	 bertambahnya	 volume,	 jenis	 dan	 karakteristik	 sampah	 yang	 semakin	
beragam.	 Peningkatan	 jumlah	 sampah	 yang	 tidak	 diikuti	 oleh	 perbaikan	 dan	
peningkatan	sarana	dan	prasarana	pengelolaan	sampah	mengakibatkan	permasalahan	
sampah	 menjadi	 kompleks.	 Permasalahan	 sampah	 tidak	 pernah	 ada	 habisnya	 dan	
menjadi	persoalan	serius	terutama	di	kota-kota	besar	di	Indonesia.	Bila	sampah	masuk	
ke	 dalam	 lingkungan	 (ke	 air,ke	 udara	 dan	 ke	 tanah)	maka	 kualitas	 lingkungan	 akan	
menurun.	 Peristiwa	 masuknya	 sampah	 ke	 lingkungan	 inilah	 yang	 dikenal	 sebagai	
peristiwa	 pencemaran	 lingkungan.	 Masalah	 persampahan	 merupakan	 sebuah	
tantangan	 yang	 akan	 menentukan	 sustainaibility	 lingkungan	 suatu	 kota.	 Kegagalan	
menangani	 problem	 persampahan	 ini	 akan	 meningkatkan	 resiko	 warga	 kota	
berhadapan	 dengan	 berbagai	macam	 penyakit	 yang	 akan	meningkatkan	 biaya	 sosial	
untuk	kesehatan.		
Hingga	 saat	 ini	 sebagian	 masyarakat	 masih	 menganut	 paradigma	 lama	 dalam	
pengelolaan	 sampah,	 yaitu	 sampah	 di	 kumpul,di	 angkut	 lalu	 di	 buang	 ke	 TPA.	 Oleh	
sebab	itu,	salah	satu	upaya	yang	dapat	diterapkan		untuk	mengatasi	persoalan	sampah	
yaitu	 dengan	melakukan	 pendekatan	 sumber.	 Pada	 pendekatan	 	 ini	 sampah	 akan	 di	
tangani	 (dikelola)	 di	 hulu	 (sumber)	 sebelum	 sampah	 tersebut	 sampai	 ke	TPA	 (hilir).	
Cara	yang	dapat	dilakukan	diantaranya	dengan	melakukan	pemilahan	sampah	dan	juga		
program	3R	(reduce,	reuse	dan	recycle).	
Kelurahan	 Mamasa	 juga	 merupakan	 ibukota	 Kabupaten	 Mamasa	 yang	 seharusnya	
ditata	 sedemikian	 rupa	 agar	 dapat	 menjadi	 contoh	 bagi	 desa	 dan	 kelurahan	 lain	 di	
Kabupaten	 Mamasa	 dalam	 hal	 pengelolaan	 sampah.	 Oleh	 karena	 itu,	 Kelurahan	
Mamasa	 memiliki	 tingkat	 urgensi	 cukup	 tinggi	 untuk	 dilakukan	 pengurangan	 dan	
penanganan	 sampah	 sehingga,	 dapat	 mengurangi	 permasalahan	 persampahan	 di	









Sumber	 data	 diperoleh	 dari	 sumber	 primer	 dan	 sekunder.	 Data	 primer	 berupa	 hasil	
wawancara	 langsung	 dengan	 Pegawai	 Dinas	 Perumahan,Kawasan	 Permukiman	 dan	
Pertanahan	 Kabupaten	 Mamasa,Pegawai	 Dinas	 Lingkungan	 Hidup	 dan	 Kehutanan	
Kabupaten	 Mamasa,	 Kepala	 Kelurahan	 Mamasa,	 petugas	 pengangkut	 sampah,	
masyarakat	Kelurahan	Mamasa	sebanyak	4	(empat)	responden	tiap	RW	atau	sebanyak	
24	 responden.	 Data	 sekunder	 merupakan	 data	 yang	 tidak	 secara	 langsung	 dari	
masyarakat,	 melainkan	 dari	 sumber	 bacaan	 yang	 berkaitan	 dengan	 permasalahan	
dalam	penelitian	ini	serta	data	pendukung	lainnya	yang	terkait	dengan	penelitian	dari	






















Dalam	 melakukan	 kesimpulan	 dan	 verifikasi	 data	 dilakukan	 dengan	 cara	 data	 yang	
sudah	 diatur	 dan	 di	 polakan	 secara	 sistematis	 kemudian	 oleh	 peneliti	 disimpulkan	
sehingga	diperoleh	 kesimpulan	 yang	bermakna	dari	 data-data	 yang	 sudah	diperoleh.		

















3°19’288’’Lintang	 Selatan	 dan	 antara	 119°0’216’’	 Bujur	 Timur	 dan	 119°51’17’’Bujur	
Timur.	 Kabupaten	 Mamasa	 merupakan	 1	 dari	 6	 kabupaten	 yang	 ada	 di	 Provinsi	
Sulawesi	Barat,dengan	ketinggian	mencapai	3000	meter	diatas	permukaan	laut	(mdpl).	
Luas	 wilayah	 Kabupaten	 Mamasa	 adalah	 3.005,88	 km2.	 Menurut	 data	 Kecamatan	
Mamasa	Dalam	Angka	2020	 ,	pada	tahun	2019	jumlah	penduduk	Kecamatan	Mamasa	
sebanyak	 27.292	 jiwa	 (SP2010).	 Pada	 tahun	 2019,	 luas	 wilayah	 Kelurahan	 Mamasa	



































Pengelolaan	 Sampah	 bertujuan	 untuk	 meningkatkan	 kesehatan	 masyarakat	 dan	
kualitas	 lingkungan	 serta	 menjadikan	 sampah	 sebagai	 sumber	 daya.	 Menurut	
Damanhuri	 dan	 Padmi	 (2015),	 keberhasilan	 pengelolaan,	 bukan	 hanya	 tergantung	
aspek	teknis	semata,	tetapi	mencakup	juga	aspek	non	teknis.		
a.	 Aspek	hukum	dan	peraturan		
Dasar	 hukum	 pengelolaan	 persampahan	 yang	 telah	 diterbitkan	 oleh	 pemerintah	
Kabupaten	 Mamasa	 adalah	 1)	 Peraturan	 Bupati	 Mamasa	 Nomor	 12.a	 Tahun	 2007	
tanggal	 	 02	 April	 2007	 tentang	 Pedoman	 Pelaksanaan	 Standar	 Minimal	 Bidang	
Persampahan.	2)	Peraturan	Bupati	Mamasa	Nomor	06	Tahun	2019	tentang	Kebijakan	







hanya	 ada	 sebagian	 masyarakat	 yaitu	 sekitar	 21%	 dari	 jumlah	 responden	 (5	
responden	 dari	 total	 24	 responden)	 yang	 tahu	 bahwa	 ada	 Perda	 tentang	 Pengelolan	
Sampah,	itupun	tidak	spesifik	tahu	tentang	Perda	Pengelolaan	sampah	yang	dimaksud,	
salah	satu	dari	responden	memahami	perda	pengelolaan	sampah	yaitu	tentang		sanksi	
pembuangan	 sampah	 yang	 tidak	 teratur	 dalam	 hal	 ini	 aturan/sanksi	 apabila	
membuang	 sampah	 sembarang	 tempat,	 sesuai	 dengan	 amanat	 UU	 Nomor	 18	 Tahun	
2008	tentang	Pengelolaan	Sampah.		
Menurut	Lurah	Mamasa,	adanya	sanksi	yang	belum	ketat	tentang	pengelolaan	sampah	
menyebabkan	 sebagian	masyarakat	masih	membuang	 sampah	 sembarangan,	 seperti	
misalnya	kebiasaan	membuang	 sampah	ke	 sungai.	Hukum	dan	peraturan	didasarkan	
atas	 kenyataan	 bahwa	 negara	 Indonesia	 adalah	 negara	 hukum,	 dimana	 sendi-sendi	
kehidupan	 bertumpu	 pada	 hukum	 yang	 berlaku.	 Manajemen	 persampahan	 kota	 di	
Indonesia	membutuhkan	kekuatan	dan	dasar	hukum,	seperti	pembentukan	organisasi,	
pemungutan	retribusi,	ketertiban	masyarakat,	tanggungjawab	masing-masing	instansi,	
individu	 dan	 sebagainya	 (Anas,	 2017).	 Untuk	 mewujudkan	 hal	 tersebut	 maka	
pemerintah	 pusat,	 pemerintah	 	 provinsi	 dan	 daerah/kabupaten	 harus	 menetapkan	
kebijakan	dan	strategi	pengelolaan	sampah	yang	sesuai	dengan	hierarki	kewenangan,	
dan	 untuk	 saat	 ini	 Pemprov	 Sulbar	 dan	 Pemda	 Kabupaten	 Mamasa	 belum	
mengeluarkan	perda	tentang	pengelolaan	sampah.		
b.	 Aspek	Pembiayaaan	
Terkait	 dengan	 retribusi	 pengelolaan	 persampahan	 di	 Kabupaten	 Mamasa	 telah	
diterbitkan	Peraturan	Daerah		Nomor	02	Tahun	2007	tanggal	14	Agustus	2007	tentang	
Retribusi	Jasa	Kebersihan.	Pemungutan	retribusi	pengguna	layanan	sampah	dilakukan	
oleh	 kolektor	 staf	 seksi	 kebersihan	 pada	 seksi	 persampahan	 sesuai	 hasil	wawancara	
dengan	bapak	Kombas	selaku	driver	pengangkut	sampah.	Hasil	dari	retribusi	sampah	
ini	dikelola	 langsung	oleh	dinas	perumahan	menurut	hasil	wawancara	dengan	Lurah	
Mamasa.	 Retribusi	 dipungut	 bervariasi	 berdasarkan	 kategori	 yang	 tertuang	 dalam	
peraturan	di	atas,	yakni	kategori	besar,	sedang	dan	kecil	dari	sampah	yang	dihasilkan	




bulannya	 sesuai	 dengan	 kategori	 yang	 ditetapkan	 dalam	 Perda	 No	 02	 tahun	 2007,	
terdapat	 53%	 responden	 (13	 responden)	 yang	 mengaku	 tidak	 pernah	 membayar	
retribusi	dan	8%	responden	(2	responden)	yang	mengaku	pernah	membayar	retribusi	
tapi	 tidak	 pernah	 lagi	 mendapatkan	 tagihan	 dari	 kolektor	 kebersihan.	 Warga	 yang	
rutin	mendapat	tagihan	umumnya	warga	yang	berada	di	jalan	poros	yang	dilalui	oleh	
armada	 pengangkut	 	 yang	 sampahnya	 dijemput	 langsung	 dari	 rumah	 tangga.	 Tetapi	
responden	yang	tidak	pernah	mendapat	tagihan	sebagian	berasal		dari	RW	01	sampai	
RW	04	sedangkan	sebagian	besar	 	berasal	dari	wilayah	RW	05	dan	RW	06	 	mengaku	
sama	 sekali	 tidak	pernah	mendapat	 tagihan	 retribusi.	 Pada	 kedua	RW	 ini	 terdapat	 1	
TPS	 yang	 menjadi	 tempat	 pembuangan	 sampah	 bagi	 masyarakat	 di	 sekitar	 RW	
tersebut.	Menurut	pengakuan	warga,	mereka	siap	membayar	setiap	bulannya,	dengan	
harapan		bahwa	sampah-sampah	yang	ada	di	rumah	masyarakat	maupun	di	TPS		rutin	
dikumpulkan	 oleh	 petugas	 sampah.	 Mereka	 juga	 berharap	 apabila	 sampah-sampah		
tidak	dijemput	di	 rumah	 tangga	maka	 sebaiknya	kapasitas	TPS	yang	diperbesar	bagi	
wilayah	yang	sudah	memiliki	TPS.			
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Jika	 pengelolaan	 sampah	 dilakukan	 pada	 sumbernya	 (desentralisasi)	 maka	
pembiayaan	 akan	 dapat	 tercukupi	 dari	 retribusi	 sampah	 warganya.	 Artinya	 prinsip	
polluter	 pays	 	 (pelaku	 pencemaran	 harus	 membayar)	 telah	 terpenuhi	 sehingga	




konvensional	 yang	 murni	 berbasis	 TPA.	 Biaya	 menjadi	 lebih	 murah	 karena	 sampah	
yang	 harus	 diangkut	 ke	 tempat	 pembuangan	 menjadi	 sedikit	 sehingga	 biaya	 untuk	
pengangkutan	dan	pembuangan	menjadi	berkurang.	Biaya	menjadi	lebih	efektif	karena	
satu	 rupiah	 yang	 dialokasikan	 untuk	 pengelolaan	 sampah	 pada	 sumbernya	 akan	
memberikan	dampak	yang	 lebih	besar	daripada	satu	rupiah	yang	dialokasikan	untuk	
pengelolaan	 sampah	 secara	 konvensional.	 Bahkan	 pengelolaan	 sampah	 tersebut	
mendatangkan	 nilai	 tambah	 ekonomis	 yang	 dapat	 dinikmati	 oleh	 pelaku	 yang	 aktif	
didalamnya	(Utami,	Indrasti	&	Dharmawan,	2008).		 	
Besaran	 retribusi	 sampah	 adalah	 1%	 dari	 penghasilan	 per	 rumah	 tangga.	 Dengan	
demikian	besaran	retribusi	sampah	bervariasi	sesuai	tingkat	pendapatan,	makin	tinggi	
pendapatan	 suatu	 rumah	 tangga	 maka	 makin	 besar	 retribusi	 yang	 harus	 mereka	
bayarkan	 karena	makin	 tinggi	 tingkat	 ekonomi	 seseorang	makin	 besar	 sampah	 yang	
dihasilkan	 (Anas,	 2017).	 Namun	 untuk	 skala	 Kabupaten	 Mamasa	 peraturan	 tentang	
pembiayaan	dalam	hal	 ini	 retribusi	mengacu	pada	Perda	No	02	Tahun	2007	 tentang	
Retribusi	 Jasa	 Kebersihan	 yakni	 retribusi	 dipungut	 bervariasi	 berdasarkan	 kategori	




Sampah	 pada	 dasarnya	 dihasilkan	 oleh	 atau	 merupakan	 konsekuensi	 dari	 adanya	
aktivitas	manusia.	Setiap	aktivitas	manusia	selalu	menghasilkan	buangan	atau	sampah	
yang	 jumlah	 buangan	 dan	 volumenya	 sebanding	 dengan	 tingkat	 konsumsi	 kita	
terhadap	 barang	 dan	material	 yang	 kita	 gunakan	 sehari-hari.	 Demikian	 juga	 dengan	
sampah,	sangat		tergantung	dari	gaya	hidup	dan	jenis	material	yang	kita	konsumsi.	
Berdasarkan	 standar	 SNI	 19-2454-2002	 dengan	 pewadahan	 sampah	 adalah	 aktifitas	
menampung	sampah	sementara	dalam	suatu	wadah	individual	atau	komunal	di	tempat	
sumber	 sampah.	 Pewadahan	 ini	 dilakukan	 pada	 sampah	 yang	 telah	 dipilah	 yakni	
sampah	 organik,	 anorganik	 dan	 sampah	 berbahaya	 beracun.	 Pola	 pewadahan	 terdiri	
dari	pola	individual	dan	pola	komunal.		
Dari	 hasil	 wawancara	 diperoleh	 	 bahwa	 pada	 umumnya	 masyarakat	 menyiapkan	
wadah	 sendiri	 berupa	 ember,	 plastik	 dan	 karung.	 Sampah-sampah	 disatukan	 dalam	
wadah	yang	akan	diangkut	oleh	petugas	 tanpa	 	membedakan	antara	 limbah	organik,	
anorganik	dan	B3.		
Persyaratan	 bahan	wadah	 adalah	 awet	 dan	 tahan	 air,	 mudah	 diperbaiki,	 ringan	 dan	
mudah	 diangkat	 serta	 ekonomis,	 mudah	 diperoleh	 atau	 dibuat	 oleh	 masyarakat.		
Wadah	 sampah	 kumunal	 pengadaanya	 dilakukan	 oleh	 instansi	 pengelola	 sedangkan	
wadah	 individual	 disediakan	 oleh	 pribadi	 atau	 instansi	 pengelolaan.	 Tujuan	 dari	
pewadahan	adalah	untuk	memudahkan	dalam	pengangkutannya	dan	selain	itu	dengan	
penggunaan	 wadah	 ini,	 bau	 akibat	 pembusukan	 sampah	 yang	 juga	 dapat	 menarik	




dapat	 dikendalikan	 dan	 pencampuran	 sampah	 yang	 tidak	 sejenis	 dapat	 dihindari	
(Rahardyan	&	Widagdo,	2005).	
Hingga	 saat	 ini,	 pemerintah	 Kabupaten	 Mamasa	 belum	 mampu	 menangani	 masalah	





Penanganan	 sampah	hanya	 dalam	wilayah	 ibukota	 	 Kecamatan	Mamasa	 dengan	 luas	
pelayanan	 sekitar	 1016	 obyek	 yang	 menerima	 pelayanan	 kebersihan.	 Daerah	
pelayanan	 yang	 sudah	 dilayani	 oleh	 sistem	 pengelolaan	 persampahan	 Kabupaten	
Mamasa	saat	ini	meliputi	pemukiman	penduduk,	perkantoran,	pasar/pertokoan,	jalan	
dalam	kota,	sarana	peribadahan,	sarana	wisata,	sekolah	dan	lain-lain	dengan	kategori	
besar,	 sedang	 dan	 kecil.	 	 Pelayanan	 ini	 dilakukan	 terutama	 pada	 daerah	
perkotaan/ibukota	 kabupaten,	 itupun	 hanya	 terbatas	 pada	 pengumpulan	 dan	
pengangkutan	 sampai	 ke	 TPS	 dan	 dibuang	 ke	 TPA	 tanpa	 ada	 pengelolaan	 dari	 hulu,	
yaitu	 pemilahan	 dari	 rumah	 tangga	 ataupun	 pengelolaan	 pada	TPS	 terpadu	 dan	TPS	
3R.	
Beberapa	 daerah	 khususnya	 kawasan	 kumuh	 dan	 padat,	 pelayanan	 pengumpulan	
sampah	tidak	dilakukan	sebagaimana	mestinya,	karena	kurangnya	armada	pengumpul	
sampah,	 jarak	 rumah	 yang	 merupakan	 sumber	 sampah	 berjauhan	 dengan	 lokasi	
pengumpulan,	serta	masih	sulitnya	akses	 jalan	yang	berada	di	 luar	kota	Mamasa	dan	
kurangnya	 kesadaran	 masyarakat	 akan	 kebersihan.	 Sampah	 yang	 dihasilkan	 di	





(lima)	 unit	 motor	 dan	 2	 (dua)	 unit	 truk	 yang	 dapat	 menjangkau	 angkutan	 sampah	
dalam	kota,	 akan	 tetapi	 3	 (tiga)	 unit	motor	 sudah	 tidak	 dapat	 digunakan	 lagi	 (rusak	
total),	menyebabkan	banyaknya	keluhan	dari	warga	masyarakat	 akibat	 sampah	yang	
tidak	 dapat	 tertangani	 secara	 maksimal.	 Tong	 sampah	 yang	 menjadi	 wadah	
pengumpulan	 sampah	 dari	 rumah-rumah	 penduduk	 juga	 masih	 disiapkan	 secara	
pribadi	 kerena	 tidak	 ada	 pengadaan	 dari	 pihak	 pemerintah/swasta.	 Kesediaan	
masyarakat	 dalam	 menyiapkan	 wadah/tong	 sampah	 merupakan	 salah	 satu	 bentuk	
partisipasi	 masyarakat	 dalam	 pengelolaan	 sampah	 (Yudianto,	 Setyono	 &	 Handayani,	
2021).	Wadah	 tong	sampah	sebaiknya	sesuai	 standar	yang	 terdiri	dari	2	atau	3	 jenis		
yaitu	:	sampah	organik,	sampah	anorganik	dan	sampah	B3.	Tetapi	pada	kenyataannya	
belum	dapat	diterapkan	di	Kelurahan	Mamasa.	
Jadwal	 pengangkutan	 sampah	 dilakukan	 1	 trip	 dalam	 sehari.	 Motor	 melakukan	
pengangkutan	 secara	 door	 to	 door,	 sedangkan	mobil	 truk	mengangkut	 sampah	 dari	
TPS	 dan	 juga	 door	 to	 door	 pada	 rumah	 warga	 yang	 dilakui	 sesuai	 zona	 wilayah	
pembagian	yang	dimulai	pada	pukul	06.00	sampai	selesai.	Pada	kawasan	pemukiman	
yang	 dapat	 dijangkau	 oleh	 petugas	 pengangkut	 sampah	 yang	 di	 kelola	 oleh	 Dinas	
Perumahan,	Kawasan	Permukiman	Dan	Pertanahan	Kabupaten	Mamasa,	 	masyarakat	
mengumpulkan	 sampah	 di	 depan	 rumah	 masing-masing	 dan	 akan	 diangkut	 oleh	
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petugas,	 	 sebagian	 lagi	 membawa	 sampah	 ke	 TPS	 terdekat	 yang	 selanjutnya	 akan	
diangkut	oleh	armada	pengangkut	ke	TPA	Salubue.		
Sampah	di	TPS	belum	ditangani,	beberapa	 	TPS	3R	sudah	tersedia	akan	 tetapi	belum	
mampu	 	 mengurangi	 timbulan	 sampah	 sebelum	 dibuang	 ke	 TPA	 karena	 belum	
beroperasi	 sebagaimana	 mestinya.	 Lokasi	 TPA	 yang	 ada	 di	 Kabupaten	 Mamasa		





pihak	 swasta,	 pemerintah	 daerah	 dan	 pemerintah	 pusat.	Masing-masing	 stakeholder	
tersebut	 memiliki	 peran	 dalam	 pengelolaan	 persampahan	 (Puspasari	 &	 Mussadun,	
2016).	
Selama	 ini	pihak	Kelurahan	Mamasa	tidak	mendapatkan	peran	yang	signifikan	dalam	
hal	 pengelolaan	 sampah.	 Menurut	 Lurah	 Mamasa,	 pihak	 kelurahan	 hanya	 sebagai	
penerus	 informasi	 dari	 pemerintah	 kepada	 masyarakat	 ataupun	 sebaliknya	 terkait	
pengelolaan	 sampah.	 Selanjutnya	 beliau	 berharap	 ada	 sinergitas	 antara	 Pemkab	 dan	
Kelurahan	dalam	hal	pengelolaaan	sampah.	Ketika	pihak	yang	membidangi	kebersihan	
akan	 merencanakan	 atau	 mengadakan	 kegiatan	 terkait	 pengelolaan	 sampah	 dalam	
wilayah	Kelurahan	Mamasa	hendaknya	melibatkan	pihak	Kelurahan.		




kelurahan	 masih	 belum	 memiliki	 peran	 yang	 strategis	 dalam	 pengelolaan	 sampah	
padahal	 lembaga	 ini	 memiliki	 kedudukan	 yang	 sangat	 dekat	 dan	 bersinggungan	
langsung	dengan	masyarakat.	Selama	ini	kelurahan	hanya	meneruskan	himbauan	dari	
dinas	 yang	 menangani	 persampahan.	 	 Bagian	 persampahan	 dan	 kebersihan	 yang	
dahulu	 berada	 pada	 Dinas	 Perumahan	 ,	 Kawasan	 Permukiman	 dan	 Pertanahan	 Kab.	
Mamasa	namun	sejak	Januari	2021	bergabung	ke	DLHK	Kab.	Mamasa	dianggap	sebagai	
lembaga	 yang	 paling	 bertanggungjawab	 dalam	 pengelolaan	 sampah	 di	 Kabupaten	
Mamasa.	 DLHK	 bertugas	 untuk	melakukan	 fungsi	 pengangkutan	 dan	 pemrosesan	 di	
akhir	 namun	 jumlah	 armada	 dan	 petugas	 yang	 dimiliki	 sangat	 terbatas.	 Selain	 itu,	
volume	 sampah	 yang	 dihasilkan	 masyarakat	 terus	 mengalami	 peningkatan,	 bahkan	
masyarakat	belum	melakukan	pemilahan,	dan	membuang	sampah	masih	dengan	cara	
konvensional	 (dengan	 cara	 dibakar,	 ditimbun,	 dan	 dibuang	 ke	 sembarang	 tempat).	
Sehingga	 beban	 kinerja	 DLHK	 menjadi	 cukup	 berat.	 Harapan	 masyarakat	 bahwa	
sebaiknya	 DLHK	 dengan	 melibatkan	 pihak	 Kelurahan	 rutin	 melakukan	 sosialisasi	




saja,	 akan	 tetapi	 perlibatan	 masyarakat	 dalam	 pengelolaan	 sampah	 dapat	 menjadi	
kunci	keberhasilan	dalam	pengelolaan	sampah.	Masyarakat	sebagai	sumber	penghasil	
sampah	rumah	tangga,	harus	turut	membantu	pemerintah	dalam	pengelolaan	sampah.	








Peran	 swasta	 dalam	 pengelolaan	 sampah	 dapat	 berdampak	 	 positif	 terhadap	
pengelolaan	 sampah	 kota,	 karena	 setidaknya	 keberadaan	 pihak	 swasta	 mampu	
menjawab	 permasalahan	 yang	 di	 hadapi	 pemerintah	 sehingga	 tercipta	 kondisi	






3R	 dan	 pemilahan	 sampah	 organik	 dan	 anorganik,	 yang	 pada	 akhirnya	 membebani	
TPA.Terdapat	71%	(17	responden)	yang	yang	tahu	bahwa	sampah	harus	dipilah	tetapi	
dari	17	responden	ini	hanya	8	responden	(47%)		yang	menerapkan	pemilahan	sampah.	
dimana	 sampah	 basah	 (sampah	 organik	 dan	 popok	 bayi)	 dibuang	 ke	 tempat	
sampah/TPS	dan	 sampah	yang	kering	 (plastik,	 kertas	dan	kardus)	dibakar.	Terdapat	
8%	 (2	 responden)	 yang	melakukan	penimbunan	pada	 sampah	basah	dan	membakar	
sampah	yang	kering.	Pada	pola	penimbunan	sampah	akan	menyebabkan	pencemaran	




tidak	 terkendali.	 Menurut	 Utami,	 et.al	 (2008),	 sistem	 pembakaran	 sampah	 perlu	
dihindari	karena	berbahaya	bagi	kesehatan	manusia.		Pembakaran	sampah	pada	suhu	
rendah	 dapat	 membentuk	 gas	 beracun	 berupa	 dioksin	 dan	 furan	 yang	 bersifat	
karsinogenik	 serta	 partikel	 debu	 sangat	 kecil	 (Particulat	 Matter)	 yang	 dapat	
mengakibatkan	penyakit	infeksi	saluran	pernafasan	(ISPA).		
Sebagian	 masyarakat	 masih	 membuang	 sampah	 di	 sembarang	 tempat	 yang	
menyebabkan	 lingkungan	 menjadi	 kotor	 misalnya,	 popok	 bayi	 yang	 berserakan	 di	
jalan.	 Fenomena	 lain	 juga	 terlihat	 bahwa	 masyarakat	 masih	 membuang	 sampah	 ke	
sungai.	 Terdapat	 	 4%	 (1	 responden)	 	 yang	 mengaku	 membuang	 sampah	 ke	 Sungai	
Tatoa	 yang	 berjarak	 5	 meter	 dari	 rumahnya.	 Sampah	 ini	 berupa	 kotoran	 ikan	 yang	
tidak	 dapat	 disimpan	 lama	 karena	 akan	 membusuk	 bila	 tidak	 langsung	 dibuang.	
Dengan	melihat	fenomena	banyaknya	sampah	yang	berserakan	di	Sungai	selain	karena	
adanya	 faktor-faktor	 kesengajaan	 oleh	 	 oknum-oknum	 yang	 tidak	 bertanggungjawab	
yang	 membuang	 sampah	 ke	 sungai	 juga	 adanya	 faktor	 yang	 tidak	 secara	 sengaja,	
misalnya	pada	Sungai	Tatoa	terdapat	salah	satu	TPS	yang	berada	di	pinggir	sungai.	TPS	
ini	 	 yang	 digunakan	 oleh	 RW	 05	 dan	 RW	 06	 Kelurahan	 Mamasa,	 bahkan	 menurut	
pengakuan	 warga	 sekitar	 	 TPS	 ini	 sering	 juga	 digunakan	 	 oleh	 masyarakat	 dari	 2	
kecamatan	 terdekat	 yaitu	 Kecamatan	 Tawalian	 dan	 Kecamatan	 Sesenapadang	 yang	
kebetulan	melewati	TPS	tersebut	menyebabkan	sampah	pada		TPS	melebihi	kapasitas.	
Apabila	 sudah	 melebihi	 kapasitas	 TPS,	 maka	 sampah-sampah	 akan	 berserakan	 dan	
jatuh	ke	Sungai.			
Kelurahan	Mamasa	yang	dilalui	oleh	2	(	dua)	sungai,	yaitu	Sungai	Mamasa	dan	sungai	
Tatoa.	 Sungai	 Mamasa	 adalah	 sungai	 yang	 berukuran	 besar	 dengan	 debit	 air	 yang	
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tinggi.	 Sungai	 Mamasa	 melewati	 jantung	 kota	 Mamasa	 dan	 melintasi	 beberapa	
kecamatan	dan	kelurahan	termasuk	di	dalamnya	kelurahan	Mamasa	khususnya	RW	1	
dan	2.	Di	 sungai	 ini	masih	banyak	 terlihat	 sampah-sampah	yang	 terbawa	air	 bahkan	
bertumpuk	di	pinggir	sungai.	Sungai	Tatoa	adalah	sungai	yang	melewati	RW	4	,	5	dan	6,	
dimana	 hukunya	 ada	 d	 RW	 6.	 Sungai	 ini	 debitnya	 kecil,	 sehingga	 sering	 ditemukan	
sampah-sampah	 menumpuk	 di	 badan	 sungai,	 yang	 pada	 saat	 musim	 hujan	 sering	
terjadi	 banjir	 akibat	 sampah-sampah	 yang	 menumpuk	 di	 sungai	 dan	 akibat	
pendangkalan	sungai.	Sungai	 ini	melewati	±	2	desa	 lalu	akhirnya	bermuara	di	Sungai	
Mamasa.	Menurut	Lurah	Mamasa	bahwa	pernah	diadakan	pembersihan	sungai	Tatoa	
dengan	 melibatkan	 anak-anak	 sekolah	 dengan	 harapan	 masyarakat	 akan	 tergerak	
hatinya	 dan	 sadar	 untuk	 tidak	 membuang	 sampah	 ke	 sungai	 akan	 tetapi	 ini	 belum	
cukup	menertibkan	masyarakat.		
Pembuangan	 sampah	 di	 sembarang	 tempat,	 terutama	 sungai,	 akan	menghambat	 laju	
air	 hujan	 di	 permukaan	 sehingga	 aliran	 hanya	 terfokus	 pada	 satu	 titik	 saja.	 Ketika	
curah	hujan	tinggi,	kondisi	semacam	ini	bisa	mengakibatkan	banjir.	Kekuatiran	bukan	
hanya	 pada	 saat	 terjadinya	 banjir	 	 tetapi	 juga	 pasca	 banjir	 .	 Kelaparan,	 penyakit,	
pengangguran,	 dan	 masalah	 sosial	 lainnya	 menjadi	 pekerjaan	 rumah	 yang	 harus	
diselesaikan	(Silolongan	&	Apriyono,	2019).	
Keterlibatan	 masyarakat	 dalam	 pengelolaan	 sampah	 merupakan	 modal	 penting	
mengingat	volume	sampah	yang	selalu	meningkat	setiap	harinya,	sementara	pada	saat	
yang	 sama	 pemerintah	 tidak	 memiliki	 cukup	 dana	 untuk	 menggunakan	 teknologi	
canggih	 dalam	 pengelolaan	 sampah	 (Prihatin,	 2020).Tanpa	 adanya	 peran	 serta	
masyarakat	semua	program	pengelolaan	persampahan	yang	telah	direncanakan	akan	
sia-sia	(Anas,	2017).		Partisipasi	masyarakat	 dalam	 sistem	 pengelolaan	 sampah	 dapat	
dibagi	menjadi	 beberapa	 tingkatan	 berdasarkan	 keterlibatan	 atau	 peran	masyarakat	
didalamnya.	Tingkatan	partisipasi	tersebut	adalah	menerapkan	kebiasaan	yang	benar	
terhadap	 sampah,	 partisipasi	 dalam	 kegiatan	 konsultasi	 mengenai	 pengelolaan	
sampah,	partisipasi	dalam	kegiatan	administrasi	dan	manajemen,	merupakan	 tingkat	
partisipasi	komunitas	yang	tertinggi	dalam	sistem	pengelolaan	sampah.,berpartisipasi	
dalam	 pengambilan	 keputusan	 selama	 mengikut	 pertemuan/rapat	 terkait	 program	
pengelolaan	sampah	(Maulina,	2012).	







Efektifitas	 adalah	 suatu	 ukuran	 yang	 menyatakan	 seberapa	 jauh	 target	
(kuantitas,kualitas	 dan	 waktu)	 telah	 tecapai	 (Winarsih,	 Candranegara	 &	 Mahardika,	
2019).	 Pengelolaan	 sampah	 dengan	 paradigma	 baru	 dilakukan	 pengelolaan	 sampah	
dengan	 kegiatan	 pengurangan	 dan	 penanganan	 sampah.	 Pengurangan	 sampah	
meliputi:	 kegiatan	 pembatasan,	 penggunaan	 kembali,	 dan	 pendauran	 ulang.		







Sebagai	 pembuang	 sumber	 sampah	 terbesar	 (sampah	 rumah	 tangga),	 masyarakat	
perlu	mendapat	edukasi	mengenai	pentingnya	penanganan	sampah	yang	berwawasan	
kelingkungan	 dan	 berkelanjutan	 untuk	 membantu	 mengolah	 sampah	 sejak	 dari	
sumbernya.	 Mengingat	 sumber	 sampah	 terbesar	 di	 kota-kota	 di	 Indonesia	 adalah	
sampah	 rumah	 tangga	 berjenis	 organik,	 maka	 berbagai	 sistem	 daur	 ulang	 seperti	
pengomposan	skala	 individual,	komunal,	dan	kawasan	dapat	diaplikasikan.	Selain	 itu,	
pemanfaatan	 kembali	 sampah	 non-organik	 dapat	 dilakukan	 dengan	 program	 bank	
sampah.	 Untuk	 pengurangan	 sampah,	 teknik	 sederhana	 seperti	 mengurangi	
penggunaan	 kemasan	 sekali	 pakai	 serta	 menggunakan	 pembungkus	 yang	 dapat	
terdegradasi.	
Dari	hasil	wawacara	yang	dilakukan	peneliti	ditemukan	bahwa	dari	24	total	responden	
,	 16	 responden	 (67%)	mengaku	 tahu	 tentang	3R	dan	8	 responden	 (33%)	yang	 tidak	
tahu	3R.	Dari	 	 	 	16	responden	yang	tahu	3R,	 terdapat	6	responden	yang	sudah	mulai	
menerapkan	3R	dan	dari	8	responden	yang	tidak	tahu	3R,	3	diantaranya	menerapkan	
3R.	 Oleh	 karena	 itu,	 dari	 total	 24	 responden	 hanya	 9	 responden	 (37,5%)	 yang	













Sesuai	 dengan	 standar	 ukuran	 efektivitas	 (litbang	 Depadagri	 1991)	 nilai	 efektivitas	




Pemilahan	 sampah	merupakan	metode	 dalam	 penanganan	 sampah.	 Dari	wawancara	
yang	dilakukan	ditemukan	71%	(17	responden)				mengaku	tahu	bahwa	sampah	harus	
dipilah	dan	29%	(7	responden)	yang	 tidk	 tahu	bahwa	sampah	harus	dipilah.	Dari	17	
responden	 yang	 tahu	 sampah	harus	 dipilah,	 9	 diantaranya	 sudah	mulai	menerapkan	
pemilahan	 dan	 dari	 7	 responden	 yang	 tidak	 tahu	 bahwa	 sampah	 harus	 dipilah,	 2	
diantaranya	sudah	menerapkan	pemilahan	sampah.	Oleh	karena	itu,	dari	24	responden	
terdapat	10	responden	(42%)	yang	sudah	menerapkan	pemilahan	sampah.		
Selain	karena	 tidak	 tersedianya	wadah/tong	untuk	memisahkan	 sampah	 juga	karena	
masyarakat	 berpikir	 setelah	 dipisahkan	 sampah-sampah	 ini	 akan	 diapakan.	 Idealnya	
pemilahan	 sampah	 didasarkan	 pada	 3	 (tiga)	 jenis	 yaitu	 sampah	 organik,	 sampah	
anorganik	 dan	 limbah	 B3.	 Mereka	 umumnya	 memilah	 sampah	 kertas,	 kardus	 dan	
plastik	 dibakar	 dan	 sampah	 organik/basah	 dan	 popok	 bayi	 dibuang	 ke	 tempat	
sampah/TPS.	
Melalui	wawancara	yang	dilakukan,	terdapat	warga	yang	mengaku	tahu	bahwa	sampah	
harus	 dipilah	 akan	 tetapi	 setelah	 dipilah	 akan	 diapakan.	 Hal	 tersebut	 menandakan	
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bahwa	 pengetahuan	masyarakat	 tentang	 pengelolaan	 sampah	masih	 sangat	 dangkal.	
Hal	 ini	 menjadi	 bahan	 evaluasi	 	 kepada	 pemerintah,	 lembaga	 swasta	 ataupun	
pemerhati	lingkungan	untuk		terus	menerus	melakukan	sosialisasi	kepada	masyarakat	
mengenai	pengelolaan	sampah.	Bagaimana	perlakuan	kita	terhadap	sampah	yang	kita	
hasilkan.	 Sampah	 yang	 dipilah	 dari	 rumah	 berupa	 sampah	 organik	 dapat	 diubah	
menjadi	 kompos	 dan	 sampah	 anorganik	 dapat	 didaur	 ulang	 menjadi	 barang	
bermanfaat	dan	bernilai	ekonomi	karena	dapat	dijual.	 .	Hal	lain	yang	dapat	dilakukan	
oleh	masyarakat	 adalah	 sampah	 anorganik	 berupa	 kardus,	 gelas,	 botol	 plastik	 bekas	
dan	kertas-kertas	yang	telah	dipilah	masyarakat	dapat	dijual	kepada	pengumpul	agar	
dapat	bernilai	ekonomi.		
Untuk	menekan	 volume	 timbunan	 sampah	 yang	membludak	 di	 TPA,	 Pasal	 13	 UUPS	
mengatur,	 “Pengelola	 kawasan	 permukiman,	 kawasan	 komersial,	 kawasan	 industri,	
kawasan	 khusus,	 fasilitas	 umum,	 fasilitas	 sosial,	 dan	 fasilitas	 lainnya	 WAJIB	
menyediakan	 fasilitas	 pemilahan	 sampah”.	 Lebih	 lanjut	 dalam	 Penjelasan	 Pasal	 13,	
“Kawasan	 permukiman	 meliputi	 kawasan	 permukiman	 dalam	 bentuk	 klaster,	
apartemen,	 kondominium,	 asrama,	 dan	 sejenisnya.	 Fasilitas	 pemilahan	 yang	
disediakan	diletakkan	pada	tempat	yang	mudah	dijangkau	oleh	masyarakat”.	Fasilitas	
pemilahan	 yang	 dimaksudkan	 adalah	 fasilitas	 menengah	 seperti	 TPS	 yang	 bisa	
memangkas	 jumlah	 sampah	 sebelum	 diangkut	 ke	 TPA.	 Pemerintah	 akan	melakukan	

























Berdasarkan	 hasil	 perhitungan	 Efektivitas	 Penanganan	 Sampah	 	 sebesar	 37,5%	 dan	
Efektivitas	 Pengurangan	 Sampah	 sebesar	 42%,	 maka	 didapat	 nilai	 rata-rata	 sebesar	
39,75%.	 Sesuai	 dengan	 standar	 ukuran	 efektivitas	 (litbang	 Depadagri	 1991)	 nilai	







Dari	 penelitian	 ini	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 Efektivitas	 pengelolaan	 sampah	 pada	
tingkat	RW	di	Kelurahan	Mamasa	Kabupaten	Mamasa		Sangat	Tidak	Efektif.	
SARAN	
Diperlukan	 peningkatan	 kualitas	 kerja	 para	 petugas	 kebersihan,	 peningkatan	 sarana	
prasarana	 pengelolaan	 sampah	 dan	 perlunya	 pengawasan	 terhadap	 pelaksanaan	
regulasi	 tentang	 pengelolaan	 sampah.	 Kesadaran	 masyarakat	 harus	 ditingkatkan	
dengan	 memberikan	 penyuluhan	 atau	 sosialisasi	 tentang	 pengelolaan	 sampah	 dan	
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